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Masyarakat Indonesiaterdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang.
Hingga dewasaini, masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh kepercayaan adli tersebut dan
mereka disebut Penghayat K epercayaan. Namun, kepercayaan yang mereka yakini masih dipandang sebelah
mata karena dianggap bukanlah suatu agama. Oleh karena itu, banyak kendala yang dihadapi oleh para
Penghayat K epercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara, terutama mengenai
masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur
tentang perkawinan Penghayat K epercayaan. Akibatnya, pada saat itu para Penghayat Kepercayaan kerap
mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Demi memenuhi rasa
keadilan dan hak asasi setigp manusia, pemerintah Negara Republik Indonesia pada tahun 2006 kemudian
memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-
undang Administrasi Kependudukan tersebut yang kemudian dapat dijadikan landasan hukum mengenal
pencatatan perkawinan Penghayat K epercayaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006, Penghayat Kepercayaan kini telah dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil.
Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif
melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur.

...... Indonesian society comprises of atraditional society (with adat cultures and values) who preserves their
ancestors? beliefs. Until recently, few people still maintain to deem these traditional beliefs and classified as
'Penghayat Kepercayaan'. Their beliefs, however, are still underestimated since these beliefs are not
classified asreligions. Obstacles are familiar to the people of "Penghayat Kepercayaan", in regards to the
legal status according to Indonesian Law, especially relating to issues of marriage's registration. Indonesian
Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage does not regulate the marriage of "Penghayat K epercayaan”
people. As aresult, people of "Penghayat Kepercayaan" received several rejections of marriage records from
the local Civil Registry Office. In order to fulfill values of justice and human rights of the people,
Government of Republic of Indonesiaenacted Law No. 23 Y ear 2006 regarding Population Administration.
That law could be used as the legal basisin regards to the marriage records for the 'Penghayat K epercayaan
'people where they are able to file their marriage in the Civil Registry Office. Asfor the methodology used
in conducting this study is a normative juridical research through literature materials, documents and
literature.
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